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BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI

Menimbang

Mengingat

PEGAWAI NEGERI! SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam
Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya
Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara
Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Pegawai Non Pegawai dan Penerima Pensiun,
atau Tunjangan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai
teknis pemberian Tunjangan Hari Raya yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur
dengan Peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan
Hari Raya Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,
Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 352) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4268);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Pemberdaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355});



Menetapkan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 06,Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan‘ Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Perintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); |

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada
Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia,
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non
Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 132. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6515);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK  TEKNIS
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemenntahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur
Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan.
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah
Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen
yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PNS

Bagian Ke Satu 1
Penerima Tunjangan Hari Raya

Pasal 2

Penerima Tunjangan Hari Raya yang bersumber dari APBD adalah PNS atau
Calon PNS. |

PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yal‘lg sedang
menjalani cuti diluar tanggungan Negara atau yang dlperbantuan di luar

Instansi Pemerintah.

Bagian Ke Dua
Tunjangan Hari Raya

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2
(dua) bulan sebelum bulan Hari Raya; ‘

Dalam hal penghasilan pada bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebelum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena
berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih
kekurangan Tunjangan Hari Raya;

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Gaji Pokok,
Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum bagi PNS
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Tunjangan Hari Raya Paling cepat 10 (sepuluh) hari sebelum Hari Raya;

Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum
dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka pembayaran
dapat dilakukan pada bulan bulan berikutnya pada tahun anggaran
berkenaan.

Penghasﬂan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan
iuran dan atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Penghasilan sebagannana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak
penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—undangan dan
ditanggung Pemerintah
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Bagian Ketiga
Penerimaan Lebih Dari Satu Penghasilan

Pasal 4

Dalam hal PNS dan Calon PNS menerima lebih dari satu penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Tunjangan Hari Raya diberikan salah
satu yang dijumlahnya lebih menguntungkan.

Apabila PNS dan Calon PNS menerima lebih dari satu penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kebihan pembayaran tersebut
merupakan hutang dan wajib mengembalikan kepada daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penerimaan gaji Terusan

Pasal 5

Penerima Gaji Terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau hilang
diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar penghasilan Gaji Terusan yang
diterima 1 (satu) bulan, yang diberikan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan
hari raya.

Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibebankan pada APBD.

Bagian Kelima
Mekanisme Pencairan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 6

OPD mengajukan SPM ke BPKAD dengan data pendukung:
Surat Penyediaan Dana (SPD);

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB);
Surat Pernyataan Verifikasi dari PPK SKPD;

Rekap Gaji;dan

e. ID Billing Pajak.

SPM dan Tunjangan Hari Raya untuk pembayara Gaji Pokok, Tunjangan
Keluarga, Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum.
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Pasal 7

Pembayaran dan Tungjangan Hari Raya dilaksanakan dengan mekanisme APBD
dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundangan-undangan



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

|

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 18 Mei 2020

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 18 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020 NOMOR 22

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PU . SH
NIP. 1978060520212 1 002




